LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KOMANDO ARMADA I (TNI AL) JAKARTA PUSAT by WIANTO, WIANTO
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA 










Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
 
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 








Nama   : Wianto 
Nomor Registrasi : 8323164772      
Program Studi : D3 Akuntansi    
Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada  
   Komando Armada I TNI AL                    
  
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 9 minggu atau 45 hari 
kerja di Koarmada I (TNI AL) Jakarta Pusat. Pada kantor akuntansi, selama 
melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan tugas seperti, melakukan 
pemberkasan Dokumen Anggaran (DIPA) , melakukan penghitungan PPN, 
membuat bukti potong Pph pasal 23 dengan aplikasi e-SPT, didalam menjalankan 
kegiatan PKL di Akuntansi Koarmada I praktikan dapat mengetahuai siklus 
penganggaran TNI Angkatan Laut, dan praktikan juga dapat mengetahui cara 
membuat bukti potong Pph pasal 23. Selama Pratik Kerja Lapangan praktikan 
mendapat banyak pengalaman yang sangat berguna untuk bekerja nantinya. 















Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 
praktik kerja lapangan (PKL) tepat pada waktunya untuk memenuhi 
persyaratan dalam memperoleh gelar ahli madya. 
Dalam Penulisan dan penyusunan laporan ini Penulis merasa 
masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, 
mengingat akan kemampuan yang dimiliki Penulis. Untuk itu kritik dan 
saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan 
pembuatan laporan kuliah kerja lapangan ini. 
Tidak lupa Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 
laporan praktik kerja lapangan, khususnya kepada : 
1. Orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya 
kepada penulis. 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dr. Etty Gurendrawati M.Si,Ak selaku Koordinator prodi D3 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Tri Hesti Utaminingtyas, SE, MSA selaku dosen pembimbing 
praktik kerja lapangan (PKL) yang telah memberikan bimbingan 





5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama 
praktikan duduk dibangkun perkuliahan. 
6. Bapak Letkol Laut Dinand Tumpak Williams, SE, selaku Kepala 
Akuntansi Koarmada I Jakarta pusat yang telah mengizinkan 
praktikan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 
7. Ibu Letnan Agustin  selaku kepala bagian Tata Usaha Akuntansi 
Koarmada I Jakarta Pusat, selaku pembimbing praktikan selama 
menjalankan praktek  kerja lapangan di Koarmada I. 
8. Seluruh Prajurit dan PNS Koarmada I yang telah membantu dan 
bekerjasama dengan baik selama pelaksanaan praktik kerja 
lapangan. 
9. Rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan membantu dalam 
penyusunan laporan praktik kerja lapangan (PKL). 
Dengan ini Penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan 
yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat 
menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal 
‘Alamiin. 









  DAFTAR ISI 
LEMBAR EKSEKUTIF ...........................................................................  ii 
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................  iii 
KATA PENGANTAR ...............................................................................  iv 
DAFTAR ISI ..............................................................................................  vi 
DAFTAR GAMBAR .................................................................................  vii 
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  viii 
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................  1 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan .........................................  1 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan..................................  3 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan .................................................  4 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan .....................................................  6 
E. Jangka Waktu Praktik Kerja Lapangan ...........................................  7 
BAB II TINJAUAN UMUM KOARMADA I (TNI AL) .......................  10 
A. Sejarah Koarmada I (TNI AL) ........................................................  10 
B. Struktur Organisasi .........................................................................  16 
C. Kegiatan Umum Koarmada I ..........................................................  19 
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .............  21 
A. Bidang Kerja ...................................................................................  21 
B. Pelaksanaan Kerja ...........................................................................  21 
C. Kendala Yang Dihadapi ..................................................................  34 
D. Cara Mengatasi Kendala .................................................................  35 
BAB IV PENUTUP ...................................................................................  36 
A. Kesimpulan  ....................................................................................  36 
B. Saran ................................................................................................  37 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  40 

























Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bagian Akuntansi Koarmada l ..... 41  
Lampiran 2 : Format pemberkasan DIPA ............................................. 42 
Lampiran 3 : Dokumen Anggaran Koarmada l ..................................... 43  
Lampiran 4 : Pembuatan bukti potongan Pph 23 ................................. 55  
Lampiran 5 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ...................................... 59 
Lampiran 6 : Perhitungan PPN ............................................................... 62 
Lampiran 7 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL ............................. 64  
Lampiran 8 : Surat keterangan balasan PKL dari Koarmada I .......... 65  
Lampiran 9 : Rincian Kegiatan PKL ...................................................... 66  
Lampiran 10 : Daftar hadir pelaksanaan PKL ...................................... 68  
Lampiran 11 : Penilaian PKL .................................................................. 71 
Lampiran 12 : Sertifikat PKL .................................................................. 72 
Lampiran 13 : Koarmada I ...................................................................... 73 






                                                BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Koarmada I merupakan salah satu markas  Komando Utama TNI angkatan 
Laut Republik Indonesia yang bermarkas besar di jalan Gunung Sahari 67, 
Jakarta Pusat. TNI Angkatan Laut sangat berperan penting dalam menjaga 
kedaulatan wilayah republik Indonesia khususnya dibidang kemaritiman. Agar 
wilayah laut Indonesia tetap aman dari ancaman-ancaman yang datang dari 
luar. Untuk menunjang kinerja TNI Angkatan Laut pemerintah pusat 
menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk membeli alat-alat 
pertahanan yang canggih dan modern untuk menjaga keutuhan negara 
republik Indonesia. Indonesia masuk kedalam negara kepulauan terbesar di 
dunia, yang terdiri dari 17.504 pulau. 
Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di Dunia, kekayaan 
laut Indonesia sangat melimpah, sehingga banyak negara yang iri dengan 
wilayah laut Indonesia, sehingga banyak negara yang diam-diam mengambil 
hasil laut indonesia untuk di perdagangkan. Ini lah salah satu tugas TNI 
Angkatan Laut untuk menjaga perairan indonesia dari warga negara asing 
yang ingin mencuri hasil kekayaan laut Indonesia.  
Didalam institusi ini terdapat beberapa satuan kerja, diantaranya Kopaska, 





lain-lain. Alasan praktikan ingin melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) di Dinas Akuntansi Koarmada I adalah, Praktikan ingin mengetahui 
akuntansi pemerintahan lebih jauh lagi. Praktikan juga ingin mengetahui 
Software apa saja  yang digunakan di dalam Dinas Akuntansi Koarmada I.  
Selain alasan di atas, Alasan yang paling besar adalah setelah lulus dari 
Universitas Negeri Jakarta Praktikan ingin bekerja di Koarmada I, khususnya 
di Dinas Akuntansi. 
Salah satu program Universitas Negeri Jakarta untuk dapat 
menghasilkan lulusan yang baik, kompeten, berkualitas dan terampil adalah 
dengan melakukan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan 
bidang studi yang ditempuh. PKL ini merupakan program yang dapat 
memberikan gambaran komperhensif mengenai dunia kerja bagi para 
mahasiswa, sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori dan praktik dilapangan, serta dengan adanya 
program PKL ini mahasiswa dapat mengenal, mengetahui, dan berlatih 
menganalisi kondisi lingkungan dunia kerja.  
Program PKL yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta 
terkhusus Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Akuntansi memiliki tujuan 
dimana mahasiswa dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, 
kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selain itu dengan adanya Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan terbentuknya pola pikir mahasiswa 
yang terampil dan beretika dalam menghadapi dunia kerja. Maka setelah 





dunia kerja dan tidak menambah jumlah pengangguran di Indonesia serta 
dapat memenuhi kebutuhan ekonomi untuk melanjutkan keberlangsungan 
hidupnya Selain itu, PKL ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tugas 
di Universitas Negeri Jakarta dalam penyusunan laporan PKL, yang disusul 
dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan karya ilmiah sebagai syarat 
kelulusan program studi yang di ambil yaitu Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yaitu: 
a. Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi 
langsung di dunia pekerjaan. 
b. Mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan pada 
dunia kerja sesungguhnya. 
c. Mempelajari lebih dalam sub bidang pekerjaan terkait akuntansi 
yang ada di institusi pemerintah. 
d. Mempelajarai etika seorang akuntan yang diterapkan di institusi 
pemerintah 
2. Tujuan PKL 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu: 
 






b. Memperoleh pengembangan diri mengenai sikap disiplin, jujur, 
bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan inisiatif dalam dunia 
pekerjaan. 
c. Menjadikan mahasiswa lebih disiplin khususnya disiplin waktu dan 
mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. 
d. Memperoleh sikap menjadi sosok yang kuat secara mental dan tidak 
mudah menyerah untuk menjadi tenaga kerja yang professional. 
e. Memperoleh pengalaman secara nyata terkait pekerjaan seorang 
akuntan sesuai dengan teori yang dipelajari. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Program PKL ini memiliki manfaat yang cukup banyak baik bagi 
praktikan, universitas maupun pihak perusahaan yang menjadi tempat praktik. 
1. Bagi Praktikan 
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi praktikan adalah: 
a. Dapat terpenuhinya mata kuliah praktik kerja lapangan. 
b. Dapat mengetahui kondisi secara nyata terkait aplikasi dari teori 
akuntansi dalam dunia pekerjaan 
c. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan 
dan pengaplikasian dalam pelaporan pajak secara nyata. 
d. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap kritis 
terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang dunia kerja. 





f. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa selaku generasi muda 
yang harus siap terjun langsung di masyarakat khususnya dunia 
pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri 
Jakarta adalah: 
a. Terbangunnya hubungan yang baik dalam hal kerjasama untuk proses 
magang bagi mahasiswa dan perekrutan lulusan karyawan antara 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Koarmada I. 
b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyempurnakan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
c. Sebagai suatu proses dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten 
untuk dapat bersaing di dunia kerja. 
d. Dapat memberikan gambaran secara nyata kepada mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja. 
3. Bagi Koarmada I (TNI AL) 
Kegunaan PKL bagi Koarmada I adalah: 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan PKL sangat membantu 
pekerjaan Prajurit dan PNS. 
b. Dapat menumbuhkan kerjasama antara Koarmaada I, Jakarta Pusat 






c. Dapat saling bertukar wawasan antara praktikan, perusahaan mengenai 
informasi terbaru dalam bidang perpajakan baik teori maupun praktik 
secara langsung di dunia kerja. 
d. Membantu mempersiapkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada instansi pemerintah yang 
bergerak di bidang Pertahahan Republik Indonesia (Koarmada I) khususnya 
dibidang Akuntansinya.  
Nama perusahaan  : Koarmada I 
Alamat  : Jl Gunung Sahari,No 67  ,RT. 9/RW.7,  
  Gunung Sahari Selatan ,Kemayoran,Kota  
  Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610 
Telepon  : 021 4241108 
Website  : http;//koarmabar.tnial.mil.id/ 
Tempat  : Bagian Keuangan 
 Pada awal pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
mengajukan surat permohonan izin PKL pada Badan Pusat Statistik yang 
berada di Jakarta Pusat. Setelah dua minggu surat permohonan izin PKL 
diajukan, praktikan menerima kabar yang tidak baik yaitu praktikan tidak 
diizinkan melakukan PKL di Badan Pusat Statistik, karena kuota untuk 
mahasiswa melakukan PKL sudah penuh. Sehingga praktikan mengajukan 





Koarmada I (TNI Angkatan Laut). Saat praktikan mengajukan surat 
permohonan izin melakukan PKL saat itu juga praktikan diizinkan melakukan 
PKL pada Koarmada I khususnya pada Dinas Akuntansi. Praktikan memilih 
Koarmada I (TNI AL) sebagai tempat praktik kerja lapangan karena tempat 
praktik kerja lapangan ini berdekatan dengan alamat rumah praktikan dan 
tempat praktik kerja lapangan ini berada ditempat yang strategis yang 
memudahkan dalam akses perjalanan menuju kesana. 
 
E. Jangka Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Selama melaksanakan PKL,  praktikan melalui beberapa tahapan yang 
harus dilalui. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh 
praktikan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, di awal pemilihan tempat Praktik Kerja 
Lapangan, praktikan mengajukan surat permohonan izin PKL dengan 
mengajukan surat pengantar di gedung R, tahap selanjutnya mengajukan 
pembuatan surat resmi izin PKL di BAAK yang kemudiaan diajukan pada 
Badan Pusat Statistik. Setelah 3 hari pengajuan pembuatan surat, praktikan 
mendapat surat dari BAAK yang kemudian praktikan ajukan pada Badan 
Pusat Statistik yang berada di Jakarta Pusat. Setelah dua minggu surat 
permohonan izin PKL diajukan, praktikan menerima kabar yang tidak baik 
yaitu praktikan tidak diizinkan melakukan PKL di Badan Pusat Statistik, 





praktikan mengajukan permohonan kembali mulai dari surat pengantar 
pada gedung R yang kemudian mengajukan pembuatan izin PKL kembali 
pada BAAK untuk mengajukan PKL di institusi pemerintah dalam bidang 
pertahanan yaitu Koarmada I (TNI Angkatan Laut). Saat praktikan 
mengajukan surat permohonan izin melakukan PKL saat itu juga praktikan 
diizinkan melakukan PKL pada Koarmada I khususnya pada Dinas 
Akuntansi.  
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan mulai tanggal 02 
Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Pada tanggal 17 
Agustus 2018 libur karena hari kemerdekaan Republik Indonesia dan pada 
tanggal 22 Agustus 2018 libur dikarenakan Hari Raya Idul Adha. 
Adapun ketentuan jam operasional melaksanakan PKL yaitu: 
Hari masuk  : Senin – Jum’at 
Jam kerja   : 08.00 – 16.00 WIB  
Waktu Istirahat:  12.00 – 13.00 WIB 
 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan ini praktikan menyusun laporan atas kegiatan 
PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan merupakan syarat yang 
harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 





minggu sebelum kegiatan PKL selesai. Dalam proses penyusunan laporan 
PKL ini, praktikan memperoleh data-data yang dibutuhkan pada saat 
praktikan melakukan PKL dan melengkapi seluruh data tersebut tujuh hari 









TINJAUAN UMUM KOARMADA I (TNI AL) 
 
A. Sejarah Instansi Koarmada I (TNI AL) 
Sejarah Angkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat 
(BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. BKR kemudian 
berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi 
awalnya, meliputi wilayah bahari / laut. Dibentuknya Badan Keamanan 
Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 oleh administrasi 
kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan 
Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh 
bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine 
selama masa penjajahan Belanda dan veteran Kaigun selama masa 
pendudukan Jepang. 
 Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya 
potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti 
kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata 
Indonesia belum terbentuk. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang 
dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan 
TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik 





Kemudian setelah kualitas unsur armada semakin canggih dan modern serta 
dan kuantitasnya semakin besar, akhirnya terbentuklah sebuah Komando 
Armada. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 
ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan 
pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut 
R.E. Martadinata.  
Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”. 
Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, 
pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya 
berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 
tanggal 30 Maret 1984, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan 
wilayah kerja, yaitu Koarmada  I (Armada RI Kawasan Barat) dan Koarmada 
II (Armada RI Kawasan Timur). Pembagian wilayah kerja tersebut, juga 
secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula 
seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, 
guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja. 
Menurut Panglima TNI dalam sambutannya, pembagian dua armada 
kawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap lingkungan 
strategis dan guna menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidak 
pastian, serta untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan pertahanan 
keamana dilaut. Selanjutnya pada bulan Juni 1984, sebagai tindak lanjut dari 
reorganisasi maka TNI AL membentuk Gugus Tempur Laut(Guspurla) dan 





Guspurla dan Guskamla ini merupakan satu komando pelaksanaan operasi 
yang berperan sebagai ujung tombak dari Armada Republik Indonesia dalam 
mengemban tugas nasional melindungi dan mengawal keutuhan wilayah 
perairan  dan mengamankan kekayaan laut nusantara. 
Wilayah kerja Koarmada I  dan Koarmada II dibagi oleh daris imajiner. 
Garis imajiner tersebut ditarik dari titik batas jawa barat dan jawa tengah di 
pantai utara pada kordinat 06.47’50” S- 108.50’30” T (Muara Sungai Losari) 
sampai titik batas Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada kordinat 
03.00’00”U (Muara Jelei) serta titik batas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah 
pada kordinat 07.42’00 S 108.43’00’’ T (Muara Sungai Citandui) ditarik 
kearah selatan. 
Posisi strtegis dalam lintas perniagaan laut dunia dan melimpahnya 
kekayaan alam laut Indonesia memacu pemerintah untuk mencanangkan 
program besar yang bertajuk Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang 
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa 
Indonesia. Lompatan kebijakan  negara yang sarat akan visi maritim ini, 
merupakan konsep geostrategi negara yang harus diimplementasikan oleh 
setiap penyelenggaraan negar, termasuk TNI AL sebagai salah satu unsur 
fungsi  pemerintah dalam bidang pertahanan. 
Kebijakan Poros Maritim Dunia mensyaratkan adanya pilah pertahanan 
dan keamanan maritim yang kuat untuk mampu menjangkau kedaulatan 
wilayah maritim negara dan mengamankan kepentingan nasional dikawasan 





TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut. Dengan dinamika dan 
kompleksitas lingkungan strategis, pembangunan kekuatan dan kemampuan, 
serta operasional TNI AL harus mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia di 
tengah segala keterbatasan sumber daya yang ada. 
 Upaya tersebut dilakukan dari tataran perencanaan, tataran pembangunan 
kekuatan dan tataran operasi. TNI AL menerapkan pembangunan kemampuan 
berbasiskan perencanaan (Capability Based Planning) dan penajaman 
Minimum Essential Force (MEF) untuk meningkatkan prioritas utama dalam 
pembangunan kekuatan matra laut. Proyeksi dari perencanaan itu diantaranya 
dilakukan dengan melaksanakan modernisasi alutsista, penghapusan alutsista 
lama, dan mempercepat pengadaan alutsista baru. Sedangkan pada tataran 
opersasional TNI AL berupaya melaksanakan tugas pokoknya secara efektif 
dan efisien di antaranya peningkatan kecepatan reaksi  dalam tugas keamanan 
dan memperpendek rantai logistik dan pembangunan personil yang diarahkan 
pada penambahan personel yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi 
(Right Sizing Proportional Growth). Kebijakan-kebijakan TNI AL dalam 
mendukung Poros Maritim Dunia tersebut diimplementasikan dalam 
pelaksanaan tugas pokok TNI AL sesuai dengan UU RI No.34 tentang TNI. 
 
Di  dalam Koarmada I terdapat visi dan misi institusi adalah sebagai berikut : 
Adapun Visi dari Koarmada I yaitu: 







Adapun Misi dari Koarmada I yaitu: 
1. Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan 
secara efektif dan efisien. 
2. Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, 
keutuhan wilayah NKRI, serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut 
dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 
3. Mewujudkan personil TNI AL yang bermoral dan profesional. 
4. Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum. 
5. Menjamin terlaksana tugas-tugas bantuan kemanusiaan. 
6. Mewujudkan organisasi TNI AL yang bersih dan berwibawa. 
7. Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera. 
 Lambang TNI Angkatan Laut 
 
JALESVEVA JAYA MAHE 
Gambar II. 1 Lambang TNI AL 





Arti Lambang TNI-AL 
1. Garuda pancasila merupakan falsafah Negara Republik Indonesia. 
2. Jangkar menggambarkan semangat bahari dan kencintaan prajurit TNI-AL 
terhadap seluruh wilayah nusantara. 
3. Rantai Yang Melilit Pada jangkar menggambarkan semangat dan persatuan 
dan kesatuan  seluruh gugusan Kepulauan Republik Indonesia. 
4.  Padi Diantara Kapas menggambarkan cita-cita kemakmuran Bangsa 
Indonesia dengan  kecukupan pangan. 
5. Kapas, Lambang sandang mengganbarkan cita-cita kesehjateraan Bangsa 




 Semboyan TNI-Al ialah "JALASVEVA JAYAMAHE" yang berasal 
dari bahasa sanskerta. Semboyan itu bermakna " Dilautan, Kita Jaya". Ada 
pun penjabarannya adalah sebagai Berikut: 
a. JALAS .VEVA:  terdiri atas dua bagian, yakni JALAS. U dan EVA. JALAS. 
U  berasal dari kata JALA (maskulinum)yang berbarti air, sedangkan JALA. U 
merupakan bentuk perural dari loktifus, yang secara harfiah bisa 
diterjemahkan sebagai"di air-air". 
b. EVA sebuah partikel emfatik, yang dapat diterjemahkan dengan kata "-lah". 
c. JAYAMAHE: berasal dari kata kerja (verbum) ji, yang dikonjugasi menurut 
waktu present, persona ketiga plural dalam modus indikatif, secara harfiah, ini 







B. Struktur Organisasi 
Organisasi adalah sekelompok orang ( dua atau lebih) yang secara formal 
dipersatukan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau instansi pemerintah 
dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan secara jelas 
pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 
bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam Struktur Organisasi 
yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melaporkan kepada 
siapa, jadi ada satu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. 
Kepala Akuntansi Koarmada I dibantu oleh empat kepala bagian  yaitu 
KaUr TU (Kepala Urusan Tata Usaha), KaSuBsiVer (Kepala Sub Bagian 
Verifikasi), KaSuBsiyar (Kepala Sub Bagian Pembayaran), dan KaSuBsisilta 
(Kepala Sub Bagian penghasilan anggota). 
    Kasubsi verifikasi di bantu oleh satu staf yaitu KAUR Uji verifikasi, 
Kasubsiyar dibantu oleh lima staf yaitu KaUr APK, Operator theos, Operator 
SAI, Operator SAIBA, KaUr Pajak untuk membantu pekerjaan Kasubsiyar. 
Selanjutnya Kasubsisilta dibantu oleh empat staf yaitu ada KaUr DPP, KaUr 
tablin, KaUr SKKP untuk membantu pekerjaan Kasubsisilta. Struktur 






Berikut merupakan penjelasan mengenai Struktur  Umum Organisasi 
Akuntansi Koarmada I: 
 
a. Ka Akun:  
        Pimpinan divisi akuntansi yang mengatur dan mengontrol atas jalannya 
suatu pekerjaan. 
b. Kepala Tata Usaha 
        Mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan memonitor kegiatan ketata 
usahaan, pegawai dan keuangan, memberikan instruksi dan memastikan 
dilaksanakannya instruksi tersebut, menginventaris kebutuhan pelaksanaan 
kegiatan ketata usahaan, melaksanakan pengelolaan sistem administrasi 
ketatausahaan. 
c. KaSuBsi Verifikasi 
      Kepala Sub Seksi Verifikasi mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab 
memverifikasi anggaran belanja modal dan barang. 
KaUr Uji : Kepala Urusan Verifikasi mempunyai tugas pokok memverifikasi 
atau menguji dokumen anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat 
oleh menteri keuangan. 
d. KaSuBsiYar 
      Kepala Sub Seksi Pembayaran mempunyai tugas pokok dan 
bertanggungjawab mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, 
menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan 
pengujian dan pembayaran berdasarkan pejabat pembuat komitmen, menolak 
perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar, 





bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada 
dalam pengelolaanya. 
1. KaUr APK (Akuntansi Pembukuan Keuangan):  Mempunyai tugas 
pokok menginput atau membukukan keuangan. 
2. Operator Theos: mempunyai tugas pokok menginput atau memasukan 
surat tagihan dan membukukannya. (Versi TNI AL). 
3. Operator SAI (Sistem Akuntansi Instansi): mempunyai tugas pokok 
yaitu membukukan tagihan dan membuat laporan keuangan 
persemester(enam bulan), dan membuat SPM (Surat Perintah 
Membayar) 
4. Operator SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual): 
mempunyai tugas pokok yaitu menginput semua transaksi keuangan 
dan membuat laporan keuangan berbasis akrual. 
5. Ur Pajak (Urusan Perpajakan): Mempunyai tugas pokok mengurusi 
terkait perpajakan Koarmada I. 
e. KaSuBsisilta (Kepala Sub Bagian Penghasilan Anggota) 
      Kasubsisilta mempunyai tugas pokok mencatat dan mengumpulkan 
penghasilan yang diperoleh oleh anggota dalam kurun waktu satu bulan. 
1. KaUr DPp ( Kepala Urusan Daftar Penghasilan) 
2. KaUr Tablin (Kepala Urusan Tabungan  disiplin) 







C. Kegiatan Umum Koarmada I ( komando armada I) 
Koarmada I (Komando Armada I) merupakan salah satu markas besar 
TNI AL yang berada di jalan gunung sahari no 67 jakarta pusat. Di Koarmada  
I (Komando Armada I) memiliki beberapa satuan kerja untuk melaksanakan 
kegiatan umum diantaranya adalah sebagai berikut:  
SatKer ASINTEL (Satuan Kerja Asisten Inteljen) yang memiliki tugas 
yaitu mengumpulkan data dan informasi yang sifatnya sangat rahasia dalam 
melaksanakan operasi IntelJen. 
SatKer Kolat (Satuan Kerja Komando Latihan) tugasnya yaitu 
melaksanakan latihan militer agar setiap anggota TNI AL dapat menambah 
kemampuan di bidang pertahanannya. 
SatKer Kopaska (Satuan Kerja Komando Pasukan Katak) adalah salah 
satu pasukan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut, pasukan ini dibentuk 
untuk misi yang sangat rahasia. 
Satker Asrena  ( Asisten Perencanaa Anggaran) adalah salah satu 
satuan kerja yang berada di komando armada I yang memiliki tugas sebagai 
asisten perencanaan anggaran komando armada I. 
SatKer POMAL (Satuan Kerja Polisi Militer Angkatan Laut) adalah 
salah satu satuan kerja yang bertugas menindak para prajurit TNI Angkatan 
Laut yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum. 
SatKer DisPen ( Satuan Kerja Dinas Penerangan) adalah salah satu 





 informasi secara benar dan profesional tentang perihal Koarmada I kepada 
masyarakat, serta memberikan tanggapan yang simpatik manakala ada suatu 
informasi yang dianggap dapat merugikan citra positif prajurit koarmada I. 
SatKer DisKes ( Satuan Kerja Dinas Kesehatan) merupakan lembaga 
kesehatan dibawah Dinas Kesehatan Angkatan Laut yang bertugas 
melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam bidang 
kesehatan penyelaman dan hiperbarik guna menjunjung kelancaran tugas TNI 
Angkatan Laut. 
SatKer DisKu (Satuan Kerja Dinas Keuangan) merupakan lembaga 
keuangan dibawah naungan Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut yang 
bertugas melaksanakan, mengelola, menyalurkan, serta melaporkan keuangan 
maupun anggaran Koarmada I. 
SatKer KaPusKodAL (Satuan Kerja Kepala Pusat Komando Angkatan 
Laut merupakan satuan kerja yang bertugas sebagai sistem pusat informasi 
penghubung antara kantor pusat Koarmada I dengan sistem informasi yang 
berada pada kapal-kapal Angkatan Laut yang bertugas di laut lepas. 
SatKer SPri (Satuan Kerja Staf Panglima) mereupakan salah satu 
satuan kerja yang berfungsi sebagai asisten panglima yang membantu dalam 
hal kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan oleh panglima. 
SatKer SatBek (Satuan Kerja Satuan Bekal) merupakan salah satu 
satuan kerja yang bertugas dalam mengkoordinir konsumsi bagi para anggota 
saat berlangsungnya suatu acara atau kegiatan yang mendukung kinerja para 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
  Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan di tempatkan 
di Akuntansi sebagai staf magang. Pada kantor tersebut, praktikan diminta 
untuk membantu Ibu Letnan Agustin, Bapak Serka Sugianto dan Ibu Titi 
selaku staf Tata Usah, staf pajak dan staf Uji Verifikasi. Pekerjaan yang 
praktikan lakukan di akuntansi Koarmada I yaitu melakukan pemberkasan 
Dokumen DIPA, melakukan perhitungan PPN, dan menghitung Pph pasal  23. 
Adapun rincian pekerjaan yang praktikan lakukan selama proses kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan di Koarmada I Jakarta Pusat yaitu: 
1. Melakukan pemberkasan Dokumen DIPA 
2. Menghitung PPh 23 
3. Menghitung PPN 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan melakukan beberapa kegiatan yang 
dapat membantu pekerjaan Staf Keuangan dan Akuntansi. Selama menjadi 
Staf magang pada bagian ini praktikan memperoleh pelajaran akuntansi dan 






1. Melakukan Pemberkasan Dokumen DIPA 
Pemberkasan adalah Metode penyimpanan Dokumen secara 
sistematis kedalam peralatan menurut aturan yang telah dibuat atau 
direncanakan termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan dan 
penempatan Dokumen dengan cara yang sistematis sehingga dapat dengan 
mudah, cepat dan tepat ditemukan bila diperlukan. 
 Dokumen DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah 
Dokumen pelaksanaan anggaran yang di susun oleh pengguna anggaran 
atau kuasa pengguna anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jendral 
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 
Perbendaharaan atas nama mentri keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara(BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi 
satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
dan penggunaan anggaran.  
Dalam melakukan pemberkasan di kantor akuntansi Koarmada I 
TNI Angkatan Laut di jakarta Pusat Praktika diberikan arahan terlebih 
dahulu, di dalam pemberkasan tersebut ada dua macam dokumen. yaitu 
dokumen Dipa pusat dan Dipa Daerah. Dipa Pusat adalah: Dokumen 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa 
pengguna anggaran berdasarkan  keputusan presiden mengenai rincian 
anggaran belanja pemerintah pusat. 
Dipa Daerah adalah: Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 





presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah daerah. Lampiran 
terkait alur dokumen pekerjaan ini terdapat pada lampiran 3, halaman 43. 
Langkah-Langkah untuk melakukan pembekasan Dokumen DIPA adalah 
sebagai berikut: 
a. Pertama-tama yang dilakukan  praktian adalah membuka dokumen 
DIPA  dan mencari tahu dari satker mana dokumen dipa tersebut di 
buat. 
b. Selanjutnya praktikan mencatat kedalam buku DIPA yang sudah di 
sediakan untuk melakukan pemberkasan. 
c. Saat melakukan pemberkasan yang pertama di tulis dalamm buku 
DIPA adalah ,Tanggal untuk hari pencatatan kedalam buku 
pemberkasan DIPA, Nomor Dokumen DIPA, Satker yang membuat 
Dokumen DIPA, dan jumlah anggaran pada Dokumen DIPA.  
d. Selanjutnya praktikan menulis di kertas format yang sudah disediakan 
seperti langkah-langkah pada bagian C dan dilampirkan di Dokumen 
DIPA yang terdapat pada lampiran 2, halaman 42.  
e. Selanjutnya Dokumen DIPA tersebut sudah lengkap, maka di serahkan 
ke bagian Uji Verifikasi untuk di proses ketahap selanjutnya. 
Sedangkan jika dokumen DIPA belum lengkap, maka akan 
dikembalikan kembali ke SatKer (Satuan Kerja) yang bersangkutan. 
2. Melakukan Perhitungan Pajak Dimuka Atas PPh Pasal 23 
Pph Pasal 23 merupakan pajak yang mengatur atas penghasilan 





tetap yang berasl dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 
kegiatan selain yang telah dipotong pph pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan 
atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari 
penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 
15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah 
daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 : 
a.  Tarif 15% dari jumlah bruto atas : 
1) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi 
dikenakan final, bunga dan royalti; 
2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21; 
b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang 
berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau 
bangunan. 
c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, 
jasa konstruksi dan jasa konsultan. 
d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang 
diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 
141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 
2015. 
e.  Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih 





f. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, 
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya 
oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
tetap, tidak termasuk: 
1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran 
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 
dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada 
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak 
dengan pengguna jasa; 
2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material 
(dibuktikan dengan faktur pembelian); 
3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk 
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan 
faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); 
4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu 
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah 
dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan 
dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah 






Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas: 
1) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; 
2) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah 
dikenakan pajak yang bersifat final.  
Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:  
1) Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank; 
2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna 
usaha dengan hak opsi; 
3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, 
BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, bagi 
perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada 
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 
lima persen) dari jumlah modal yang disetor,bagian laba yang 
diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif, SHU koperasi yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang 





keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 
pembiayaan. 
Pada Koarmada I  ini transaksi yang berkaitan dengan Pph pasal 23 
yaitu penghasilan atas pemberian jasa yang disediakan. Adapun jasa-jasa 
yang berlaku pada Koarmada I TNI Angkatan Laut seperti jasa reparasi 
gedung olahraga dalam hal perbaikan gedung sebagai sarana yang 
memfasilitasi anggota Koarmada I dalam melakukan aktifitas sehari-hari, 
kemudian jasa perbaikan service kapal perang pati unus dan kapal perang 
RE Martadinata oleh vendor pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan 
Koarmada I sebagai bagian dari progam peremajaan salah satu aset yang 
dimilki oleh Koarmada I, kemudian terdapat jasa reparasi truk tronton 
yang dimiliki oleh koarmada I untuk menunjang kegiatan operasional TNI 
AL dalam melakukan tugas negara serta sebagai angkutan yang disewakan 
oleh berbagai instansi lain seperti alat transportasi yang digunakan oleh 
mahasiswa maupun kegiatan pramuka. 
 Dalam melakukan perhitungan pajak Pph pasal 23, praktikan 
dituntut untuk mengetahui berapa jumlah transaksi atau penghasilan bruto 
dari transaksi tersebut baru dikalikan dengan presentase pajaknya. Adapun 
rumus perhitungan Pph pasal 23 sebagai berikut: 
PPh Pasal 23= Penghasilan bruto*2% 
Ilustrasi Perhitungan PPh 23 sebagai berikut dari PT AATIKAH 







 Dalam perhitungan PPh pasal 23, praktikan melakukan di Software e-SPT. 
Dokumen terkait pelaksanaan kerja ini terdapat pada lampiran 4, halaman 
55. 
Adapun langkah-langkah menginput PPh pasal 23 di e-SPT adalah sebagai 
berikut: 
a. Langkah pertama praktikan mengaktifkan komputer terlebih dahulu, 
lalu pilih menu e-SPT. 
b. Kemudian login dengan mengisi user id dan pasword dan klik ok. 
c. Kemudian Praktikan meng-klik buat menu e-SPT. 
d. Setelah itu praktikan memilih tanggal, bulan dan tahun. Kemudian 
praktikan mencantumkan Nama perusahaan NPWP, dan alamat 
Perusahaan sebagai pihak ketiga yang akan di potong PPh pasal 23.  
e. Jika pada bagian pengisian wajib pajak dipotong untuk identitas tidak 
ditemukan, maka praktikan melakukan klik tabel Wajib Pajak untuk 
pencarian daftar Wajib pajak sebagai pihak ketiga yang akan dipotong 
pajak penghasilan 23 atas jasa. 
f. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh praktikan yaitu menentukan 
jasa terkait perbaikan gedung pada Koarmada I yang diperoleh dari 
berkas yang telah disediakan oleh KaUr Pajak.  
g. Praktikan memasukan nominal nilai bruto dari berkas yang telah 
disediakan oleh KaUr Pajak dan dikenakan PPh 23 atas jasa sebesar 2 





h. Setelah klik simpan, Pada ikon SPT PPh 23 pilih daftar bukti potong 
PPh pasal 23 selanjutnya pilih daftar yang telah dibuat. Pada menu 
cetak pilih bukti pemotongan PPh pasal 23 dan klik cetak. Lembar 
hasil bukti pemotongan PPh pasal 23 ini selanjutnya akan disimpan 
oleh staf untuk diarsipkan, kemudian lembar lainnya untuk Wajib 
Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran. 
Lampiran mengenai pelaksanaan bidang kerja tersebut ada pada 
lampiran halaman. Sedangkan hasil bukti pemotongan PPh 23 terdapat 
pada lampiran 5 halaman 59.  
3. Melakukan Perhitungan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas 
setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari 
produksen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, 
maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan 
penanggung pajak. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 
PPN ada pada pihak pedagang  atau produsen sehingga muncul istilah 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut 
dengan Objek PPN adalah: 
a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 






b. Impor Barang Kena Pajak 
c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean 
d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean 
e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan 
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 : 
a. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen). 
b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) 
diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak. 
Ketentuan lain yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 
a. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah 
menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 
15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan 
Pemerintah. 
b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor 
dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas 





c. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu 
perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila 
transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam 
setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan 
jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung 
mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. 
d. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan 
melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang 
wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran 
dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika 
PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN 
yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat 
produknya. 
Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. 
Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang 
yang dikenakan PPN dan tidak. Berikut adalah daftar barang dan jasa 
yang tidak dikenakan PPN: 
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumbernya. 






c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman 
yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan 
minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. 
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 
Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi: 
a. Jasa pelayanan kesehatan medis. 
b. Jasa pelayanan sosial. 
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 
d. Jasa keuangan. 
e. Jasa asuransi. 
f. Jasa keagamaan. 
g. Jasa pendidikan. 
h. Jasa kesenian dan hiburan. 
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 
j. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan dalam 
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa 
angkutan luar negeri. 
k. Jasa tenaga kerja. 
l. Jasa perhotelan. 
m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 





n. Jasa penyediaan tempat parkir. 
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. 
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 
q. Jasa boga atau katering. 
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 
10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor. Dasar hukum 
utama yang digunakan untuk penerapan tarif PPN di Indonesia adalah 
Undang-Undang No,8 tahun1983. Lebih kurang 10 tahun kemudian 
Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 
1994, berlaku sejak 1 januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi 
dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 berlaku sejak 1 januari 
2001 sampai dengan sekarang ini. Dokumen terkait pelaksanaan kerja 
berikut terdapat pada lampiran 6, halaman 62. 
Adapun langkah-langkah untuk menghitung tarif PPN sebagai berikut: 
1. Pertama-tama praktikan membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih 
dahulu. 
2. Praktikan membuat kolom yang terdiri atas nomor, uraian pekerjaan, 
volume satuan, kolom harga yang terbagi menjadi  kolom satuan dan 
kolom jumlah. 
3. Praktikan langsung memasukan jumlah harga barang satu persatu ke 
Microsoft Excel sampai selesai. 
4. Setelah itu praktikan jumlahkan semua harga barang yang sudah 





5. Lalu simpan, klik OK. Kemudian data tersebut disimpan di flashdisk 
Selanjutnya hasil perhitungan PPN tersebut diberikan ke staf diarsipkan 
untuk diproses ke tahap berikutnya. 
Adapun pelaaksanaan kerja bidang tersebut terdapat pada lampiran 7 
halaman) 
Adapun dalam hal perhitungan atas PPN yang praktikan lakukan 
adalah: 
PPN = Jumlah bruto atas transkasi x 10% 
Pekerjaan Har Gedung dan Bangunan TW III TA. 2018 Mako Koarmada I,  
berdasarkan surat perintah kerja Dandenma Mako Koarmada I sebesar 
Rp.120.000.000. 
Ilustrasi perhitungan PPN:Rp.120.000.000*10%=Rp.12.000.000 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Dalam menyelesaikan pekerjaan praktikan berusaha untuk menyelesaikan 
dengan baik, selesai tepat pada waktunya, dan selesai dengan hasil yang 
memuaskan. Akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan 
mengalami beberapa kendala yang menyebabkan praktikan menjadi tidak 
maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. 
 Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari ada 
beberapa kendala yang menghambat kegiatan PKL. Kendala tersebuat antara 
lain: 
1. Untuk penyusunan Dokumen DIPA yang tidak berurutan, praktikan tidak 





2. Pada saat melakukan pemberkasan Dokumen DIPA,  praktikan tidak 
mengetahui bagian mana yang masuk dalam pemberkasan dokumne DIPA 
Pusat dan DIPA Daerah, karena praktikan belum pernah diajarkan selama 
dibangku kuliah. 
3. Penggunaan aplikasi e-SPT yang praktikan baru dapatkan saat proses 
pelakssanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung sehingga membutuhkan 
penyesuaian. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
        Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi praktikan adalah 
seperti berikut: 
1. Dalam melakukan pemberkasan Dokumen DIPA, dimana praktikan 
belum pernah dapatkan sebelumnya dalam dunia perkuliahan, tentang 
Dokumen DIPA tersebut sehingga praktikan banyak meminta bantuan 
kepada anggota TNI. 
2. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh ketelitian serta 
tanggung jawab, agar kesalahan dalam pemberkasan Dokumen DIPA 
dapat di minimalisir serta menanyakan kepada pembimbing di tempat 
PKL mengenai pemberkasan DIPA yang masuk ke bagian pusat dan 
daerah. 
3. Mengenai aplikasi e-SPT, praktikan harus baanyak belajar mengenai 
penggunaan aplikasi e-SPT seperti menanyakan kepada pembimbing di 
tempat PKL untuk meminta diajarkan atau inisiatif praktikan mempelajari 









Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah yang tepat bagi mahasiswa 
untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja 
sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di 
lapangan dengan menyesuaikan kebutuhan program study masing-masing. 
Selain itu dengan adanya Praktik Kerja Lapangan mahasiswa dapat 
mempelajari banyak hal baru yang tidak didapat pada masa perkuliahan, mulai 
dari lingkungan kerja, budaya organisasi, kedisiplinan, berkomunikasi dengan 
banyak orang dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi komputer. 
Kegiatan PKL yang dilakukan pada Koarmada I selama 2 bulan ini 
memberikan banyak pelajaran terhadap praktikan terkhusus dalam 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah praktikan dapatkan dibangku 
perkuliahan, sepeti pemberkasan, pajak Pph Pasal 23, PPN yang secara teori 
telah praktikan dapatkan dan dengan malaksanakan PKL ini praktikan dapat 
mengimplementasikan teori tersebut pada perhitungan pajak sebenarnya yang 
terjadi di perusahaan. Selain itu praktikan juga mendapatkan banyak ilmu 
lainnya terkhusus ilmu dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia 
pekerjaan, selama PKL ini praktikan dituntut untuk bersikap cepat, tanggap, 







pengalaman yang praktikan dapatkan, maka dapat praktikan simpulkan 
beberapa hal dari proses PKL pada Koarmada I yaitu: 
1. Praktikan memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja 
khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. 
2. Praktikan memperoleh pembelajaran terkait salah satu materi akuntansi 
yaitu dalam materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   
3. Praktikan memperoleh pembelajaran etika dan kedisiplinan yang harus 
dimiliki seseorang akuntan. 
4. Praktikan memperoleh ilmu terkait penerapan aplikasi e-SPT, proses 
verifikasi dokumen DIPA, dan mengetahui mekanisme penghitungan 
Pajak Pertambahan Nilai. 
 
B. Saran 
1. Bagi mahasiswa yang PKL 
Adapun saran bagi mahasiswa: 
a. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL, hendaknya benar-
benar mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dapat sela 
perkuliahan. Memilih tempat PKL yang sesuai dengan minat masing-
masing dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing terlebih dahulu 
mengenai tempat PKL. Selama pelaksanaan PKL, hendaknya 
mahasiswa dapat menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta dan 







b. Menunjukan rasa selalu ingin belajar terhadap terhadap segala sesuatu 
yang terdapat pada lingkungan akuntansi koarmada I,  
c. Mahasiswa harus aktif untuk memahami setiap pekerjaan baik dengan 
cara bertanya ataupun membaca dokumen-dokumen terkait, untuk 
mendapatkan wawasan dan pengalaman yang baik, serta membantu 
dalam memudahkan pekerjaan. 
d. Mahasiswa harus turut aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di 
koarmada I, dengan praktikan turut aktif dan siap membantu setiap 
aktivitas yang ada di Akuntasni Koarmada I. serta bersikap tanggap 
serta tepat waktu dalam menghadapi setiap pekerjaan maka praktikan 
akan dipandang baik oleh prajurit dan staf  yang ada dan memiliki 
peluang yang besar kedepannya. 
 
2. Bagi Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
        Berdasarkan pengalaman selama menjalankan Praktik Kerja 
Lapangan di Koarmada I(TNI AL), praktikan mendapatkan beberapa 
pengalaman positif dan negatif yang dapat di simpulkan sebagai sebuah 
saran agar kedepannya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan jauh lebih 
baik kedepannya. 
Adapun saran bagi prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta  yaitu: 
a. Dapat memfasilitasi mahasiswa dengan mudah dalam hal administrasi 







b. Dapat mempersiapkan dosen-dosen pembimbing PKL sebelum              
praktikan melaksanakan PKL agar dapat memudahkan praktikan 
dalam melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang diharapkan 
oleh Program Studi D3 Akuntansi. 
3. Bagi koarmada I (TNI AL) 
a. Koarmada I  diharapkan kedepannya tetap dapat menerima mahasiswa 
UNJ untuk melakukan PKL. 
b. Dalam melakukan pengarsipan dokumen DIPA terkait bukti transaksi 
dapat dilakukan dengan lebih baik lagi agar setiap dokumen yang ada 
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Lampiran 14 : Lembar Konsultasi Bimbingan PKL 
 
 
